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 Skripsi ini merupakan studi  lapangan yang berjudul “Putusnya Hak Ahli 
Waris  dengan Lipas menurut adat Mandar Majene” , masalah pokok yang dijelaskan 
dalam skripsi ini adalah bagaimana telaah hukum waris Islam tentang putusnya Hak 
ahli waris karena lipas menurut adat Mandar Majene. Dari pokok masalah tersebut 
dianalisis secara teoritis dan empiris ke dalam beberapa submasalah Bagaimana 
konsep lipas dalam adat Mandar Majene, Apakah Lipas dalam adat Mandar Majene 
berakibat putusnya hak Ahli Waris dalam Pusaka mempusakai , bagaimana persepsi 
masyarakat Majene terhadap lipas. 
 Dalam metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan 
dara yang terdiri dari observasi dan wawancara. Peneliti terjun langsung ke lapangan  
dan mewawancarai langsung orang- orang yang dianggap paham dan dapat dipercaya 
dalam masalah lipas di daerah Majene ini. 
  Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah konsep lipas di adat Mandar 
Majene digunakan sebagai kutukan  sanksi hukuman yang tertinggi bagi seseorang 
yang melanggar hukum tradisi ( adat ) 
 Lipas berakibat putusnya hak ahli waris , sesuai dengan pernyataan bahwah 
tidak menerima harta warisan seseorang karena dilipas, karena orang yang telah 
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dilipas oleh keluarganya telah dihapus dari daftar keluarga dengan kata lain yang 
dilipas sudah tidak dianggap sebagai keluarga lagi 
 
 Menurut persepsi masyarakat Majene  lipas itu sebenarnya hanya sebuah 
keegoan pribadi orangtua atau keluarga yang melipas anaknya, yang merupakan 






   
 
     BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Agama Islam telah menjelaskan dalam Al Quran dan sunnah Rasulullah saw 
tentang harta yang dilarang untuk mengambilnya, karena perbuatan itu dapat 
merugikan pihak-pihak, seperti mengambil harta dengan jalan mencuri, dengan jalan 
riba serta menganiaya sesama manusia. Dan dijelaskan pula harta yang boleh diambil 
dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil dari harta pusaka 
dengan seadil adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. 
 Setiap makhluk pasti mati . Tidak ada orang yang mengetahui kapan ia mati 
karena waktu kematian  merupakan salah satu yang dirahasiakan oleh Allah swt.  
Kematian tidak  dapat dikejar maupun  dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus 
siap jika sewaktu waktu ajal menjemput dan pada suatu saat dia akan menjadi 
pewaris, ia tidak dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawab terutama sekali 
tanggung jawab dan pembinaan keluarganya. Oleh karenanya disamping mewariskan 
nilai-nilai iman dan akhlak mulia, ia juga harus bekerja keras untuk pewarisan harta. 
Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian  (Infaq 









Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut Al-Quran dan hadits, 
dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian harta masing masing, barulah ia 
berhak untuk menghibahkannya kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat 
melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing masing 
menyadari bagiannya. 
Namun di daerah Mandar Majene terdapat suatu adat yang pada prinsipnya 
dan dianggap menyalahi daripada ketentuan ajaran Islam dan menjadi masyarakat 
yang membudaya dalam masyarakat yang sukar diubah yang dikenal dengan istilah “ 
Lipas” yaitu seseorang yang dikutuk atau dibenci keluarganya dan tidak berhak 
mendapat harta pusaka karena melakukan suatu perbuatan yang dianggap 
menyalahiadat istiadat Majene . 
 Dengan terjadinya Lipas , maka seseorang yang dikenai lipas tidak 
mempunyai hak warisan  dari keluarga yang melipas, padahal sebenarnya ajaran 
Islam telah menetapkan bagian bagian tertentu ahli waris dengan jalan zawil furudh 
ataukah dengan jalan ashabah, selama ahli waris itu penganut agama yang sama atau 
tidak membunuh orang yang akan diwarisinya, sedangkan mengenai perkawinan 
silariang, maka anak tersebut tetap mendapat bagian warisan menurut ajaran Islam, 
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namun menurut adat Mandar ( Majene) yang dikenakan Lipas tidak diperkenankan, 
sehingga adat yang berlaku itu dianggap suatu perbuatan yang kejam dan 
bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi berdasarkan fakta  diatas maka penulis 
berinisiatif mengangkat judul “Putusnya Hak Ahli waris “Lipas” menurut adat 
Mandar Majene (Telaah atas Hukum Waris Islam). 
B. Rumusan Masalah  
Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan pokok masalah 
bagi kajian skripsi ini yaitu “Bagaimana telaah hukum waris Islam tentang putusnya 
hak ahli waris “Lipas” menurut adat Mandar Majene” dari pokok masalah ini akan di 
analisis secara teoritis dan empiris  melalui sub-sub masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana konsep lipas dalam adat Mandar Majene? 
2. Apakah “Lipas” dalam adat Mandar Majene berakibat putusnya hak ahli 
waris dalam pusaka mempusakai? 
3. Bagaimana persepsi masyarakat Majene terhadap Lipas? 
 
C. Definisi Operasional  
Untuk menghindari timbulnya pemahaman dan penafsiran yang keliru 
terhadap kajian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dimaksud di 





1. Istilah “Lipas” dalam adat mandar Majene adalah kutuk atau kutukan 2 
2.  Putusnya hak ahli waris adalah suatu keadaan atau sifat yang menyebabkan 
orang tersebut tidak mendapatkan warisan.
3
 Persepsi masyarakat adalah 
tanggapan masyarakat 
3.  Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu4 
4. Persepsi masyarakat maksudnya yaitu tanggapan masyarakat. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil keputusan bahwa judul 
tersebut dimaksudkan yakni  untuk mengetahui  Telaah Hadits Hukum Waris Islam 
mengenai putusnya hak ahli waris dengan“ Lipas” menurut adat Mandar Majene. 
Agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus, maka pembahasan dan isi dari 
skripsi ini dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. 
Sesuai dengan objek penelitian. Batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam 
penulisan skripsi ini adalah penulis berfokus pada putusnya hak ahli waris “ Lipas” 
menurut adat Mandar Majene. 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Sebagai sebuah karya ilmiah yang kemudian mampu untuk dipertanggung 
jawabkan  maka penulis melalui masalah yang akan dibahas didalam skripsi itu 
nantinya wajib untuk mengadakan suatu penelitian. Agar apa yang dibahas dalam 
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Husain Amin, Hukum Kewarisan (Cet I :Jakarta, Raja Grafindo, 2012), h. 79. 
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skripsi itu benar-benar empiris. Sehingga skripsi itu nantinya memberikan manfaat 
atau paling tidak dapat membantu  pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun tujuan dan kegunaan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Tujuan Penelitian: 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
a) Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh hukum adat bagi masyarakat 
Mandar Majene 
b) Untuk mengetahui nilai-nilai syariat Islam diaplikasikan oleh Masyarakat 
Mandar Majene dalam tata cara pembagian harta warisan 
c) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam  tentang hukum adat Mandar 
Majene 
2. Kegunaan Penelitian : 
a) Manfaat teoritis sebagai sumbangsih positif bagi penulis terhadap 
masyarakat adat Mandar terhadap pembagian warisan dan menambah 
Khazanah keilmuan dan intelektual kepada masyarakat terutama pada 
mereka yang masih kental akan hukum adat tersebut 
b) Manfaat praktis yaitu memenuhi persyaratan akademik dalam rangka 
meraih gelar kesarjanaan sesuai disiplin ilmu yang dikembangkan pada 






E. Kajian Pustaka 
Agar penulisan skripsi sistematis dan memiliki bahan perbandingan, maka di 
bawah ini penulis memberikan atau mengemukakan beberapa referensi yang relevan  
dengan masalah dan sekaligus sebagai bahan acuan untuk lebih meningkatkan 
kualitas isi skripsi ini. Pembahasan tentang judul ini dapat ditemukan dalam berbagai 
literatur yang menjadi rujukan penulis diantaranya: 
Hukum Waris Islam  oleh  Prof. Dr. H. R. Atje Salman, S.,S.H dalam buku 
ini membahas pengertian kewarisan, syarat-sayarat kewarisan serta pembagian 
kewarisan. 
Fiqhi Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Buku ini membahas masalah 
kewarisan, dalam buku ini menjelaskan ketentuan-ketentuan kewarisan dalam hukum 
Islam. 
Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Mandar. Dalam buku ini membahas 
tentang peraturan-peraturan hukum adat mandar dalam kewarisan. Dalam kaitannya 
dengan skripsi ini, buku ini memberikan referensi mengenai status dan kedudukan 
hukum terhadap putusnya hak ahli waris menurut adat Mandar. 
A.Muin AG. Dalam bukunya Bunga Rampai Menggali Nilai Sejarah 
Sulawesi Barat. Buku ini membahas tentang gambaran tentang nilai adat dan budaya 
Sulawesi Barat khususnya dalam kewarisan. 
Dengan berdasar pada buku-buku di atas, penulis akan mengembangkan 





berpegang pada literatur lainnya. Selain itu judul skripsi ini belum ada yang 
membahas kaitannya dengan putusnya hak ahli waris “lipas”menurut adat Mandar 
Majene (telaah atas hukum waris Islam). 
F. Sistematka Pembahasan 
Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam lima bab, setiap bab 
terdiri sub bab, yaitu sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, Ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis-garis 
besar isi skripsi. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang  pengertian kewarisan,rukun 
rukun,sebab sebab terjadinya kewarisan, serta halangan halangan terjadinya 
kewarisan 
Bab III Metode Penelitian  
Pada bab ini menguraikan tentang Jenis dan sumber data, metode 
pendekatan,  metode pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum kota Majene, konsep lipas 






Bab V Kesimpulan dan Saran 
Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang membahas kesimpulan 
yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya dan daftar kepustakaan yang penulis 
gunakan untuk memperkuat penelitian. 
Bab ini berisi tentang dua hal yaitu simpulan yang berisi tentang 
kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis 
yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang 
hasil dari kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat 



















A.Pengertian Kewarisan dan Ahli Waris 
Kewarisan berasal dari bahasa Arab yakni mawarits, bentuk jamak dari 
miraats yang disamakan dengan intiqaal yang artinya perpindahan, yakni pindahnya 
sesuatu dari seseorang kepada orang lain baik perpindahan konkrit maupun 
perpindahan abstrak. 
Menurut A.Assaad Yunus dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam 
mengungkapkan pengertian hukum kewarisan Islam adalah perpindahan harta benda 
dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup berdasarkan 
Al-Quran dan Al Hadits
5
 
Sedangkan menurut  istilah , mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli 
waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara’ 
Sementara menurut Wirdjono Prodjikoro berpendapat bahwah warisan 
adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang 
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Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta, Al-Qushuwa 1992). h,4.  
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Menurut  hadits   riwayat Ahmad , Tirmidzi, dan Nasai “ Belajarlah Al-
Quran dan ajarkanlah kepada manusia dan belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah, 
karena sesuangguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bias 
jadi kedua orang berselisih dan mereka tidak bertemu seseorang yang mengkhabarkan 
mereka ( hukumnya) 
Menurut Prof.Dr.H.Ali Parman,M.A dalam bukunya Esensi kewarisan 
dalam Al-Quran ada beberapa jenis ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan 
adanya kewarisan yaitu al-Irts, Al-Faraidh , dan Al-Tirkah. 
a. Al- Irts 
Al-Irts dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata waritsa, yaritsu, 
irtsan . Bentuk masdarnya bukan saja kata irtsan melainkan juga kata waritsa, Kata-
kata itu berasal dari kata asli wariitsa yang bermakna dasar perpindahan harta milik. 
Dari segi makna yang lebih luas, Al-Irts mengandung arti perpindahan 
sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau perpindahan sesuatu dari suatu kaum 
kepada kaum lain baik berupa harta, ilmu, atau keilmuan. Bahkan kata itu 
mengandung perpindahan sesuatu dari Tuhan kepada manusia berupa kitab dan 
syurga 
b.  Al-Faraidh 
Al-Faraidh dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kata tunggal 
faradha yang berasal dari huruf fa, ra, dan dha’ , dan tercatat 14 kali dalam Al-Quran 





Quran, Penjelasan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti, dan bahkan di 
lain ayat ia bermakna tidak tua. Pada dasarnya arti-arti diatas sangat luas sehingga 
dalam tulisan ini, maka kata yang cocok adalah ketetapan yang pasti. 
Kata Faraidh berakar dari kata faradha yang pada mulanya bermakna 
kewajiban atau perintah kemudian kata faraidh sering diartikan sebagai saham-saham 
yang telah dipastikan kadarnya, Maka ia mengandung arti pula sebagai suatu 
kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Tuhan. 
c.  Al-Tirkah 
Al-Tirkah dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari kata tarakah yang 
berakar dari huruf-huruf ta, ra, dan ka dan tercatat 28 kali dalam Al-Quran dalam 
berbagai konteks lain . 
Keseluruhan kata tawrakah yang terdapat dalam surah An-Nisa,4:7, 11, 12, 
33 , dan 178 adalah berbentuk tunggal mandiri yang mengandung arti bahwah Tuhan 
telah mempersiapkan harta untuk manusia, tinggal bagaimana manusia mengelolah 
harta untuk ahli warisnya . 
Dasar hukum kewarisan Q.S Al-Nisa ayat 11: 
 
                             
                                  





                            
                            
 
Terjemahnya : 
11.  Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. 
yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 
perempuan  dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua , Maka bagi mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka 
ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya 
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; 
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian 
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di 
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 




 Di dalam Surah ini  Allah menjelaskan tentang  hukum – hukum waris dan dan 
bagian- bagiannya untuk membatalkan hukum waris yang dilakukan oleh orang – 
orang Arab pada masa jahiliyah yang melarang wanita dan anak- anak mendapatkan 




Ahli waris yang berhak mendapat warisan menurut agama Islam adalah 
orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu 
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 Al-Quran dan terjemahnya,, (Cet.I;CV. Nalanda, 2004 ) h. 101- 102 
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kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab atau keturunan, perkawinan, 
perbudakab, dan seagama Islam. 
Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu : 
ahli waris sababiyah, dan ahli waris nasabiyah : 
1. Ahli waris sababiyah adalah orang yang berhak mendapat harta warisan, 
karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan. Bila seorang laki- laki 
telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan  seorang perempuan maka 
diantara keduanya telah mendapat hubungan kewarisan, dalam arti istri  
menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah meninggal dan suami menjadi 
ahli waris bagi istrinya yang meninggal dunia. 
2. Ahli waris nasabbiyah yaitu ahli waris karena adanya hubungan darah. 
Hubungan ini bersifat alamiah. Hubungan darah ini ditentukan oleh 
kelahiraran. Seseorang yang dilahirkan oleh seorang ibu yang 
melahirkannya dan dengan orang- orang yang berhubungan kerabat dengan 
sang ibu. Selanjutnya ia mempunyai hubungan kerabat dengan laki- laki 
yang secara sah menikahi ibu tersebut ( sebagai ayah) dan berhubungan 
pula dengan orang- orang yang berhubungan kerabat dengan laki – laki 
tersebut 





                           
                 
Terjemahnya: 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 




Dalam surah An- Nisa ayat 7 ini menjelaskan bahwa  apabila anak- anak  yatim 
memiliki harta benda  yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan kerabat 
dekatnya, maka mereka mendapatkan bagian yang sama besar. Dalam hal ini tidak 
ada perbedaan antara laki- laki dan wanita, semuanya mendapat bagian yang sama 
tanpa memandang  besar kecilnya jumlah pengeluarannya itu. 
Kemudian Allah memakai kata nasiban mafrudan, sebagai penjelasan bahwah 
hal itu  adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian- bagiannya, tidak 




Adapun rukun –rukun kewarisan itu adalah : 
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1. Pewaris (Dalam bahasa Arab, muwarrits) yaitu orang yang telah wafat dan 
meninggalkan harta untuk diwariskan. Untuk dapatnya harta tersebut 
diwarisi,pewaris itu disyaratkan betul jelas kematiannya, baik dalam arti 
hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan 
kematiannya atau telah diketahui boleh orang banyak , maupun secara 
hukmi atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan 
pengadilan 
2.  Waris atau ahli waris (dalam bahasa Arab,warits) Ahli waris yaitu orang 
yang berhak menerima harta warisan dari pewaris.Untuk berhaknya dia 
menerima harta warisan itu disyariatkan dia telah dan masih hidup saat 
terjadinya kematian si pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris 
janin yang telah hidup di dalam kandungan, meskipun kepastian haknya 
baru ada setelah dia lahir dalam keadaan hidup. Hal ini juga berlaku 
terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.Ahli waris itu ada yang 
ditetapkan secara khusus dan langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh 
nabi dalam haditsnya, dan adapula yang ditemukan melalui ijtihad dengan 
meluaskan lafadz yang terdapat dalam nash dan adapula yang dipahami dari 
petunjuk umum dari Al-Quran atau hadits nabi 
3.  Harta warisan (Dalam bahasa arab disebut mirats atau tarikah) adalah harta 





dan beralih kepada ahli warisnya. Harta peninggalan itu berhak untuk 
diwarisi bila telah memenuhi syarat sebagai berikut : 
a) Harta tersebut milik dari pewaris secara sempurna dalam arti dia 
memiliki zat atau materinya dan juga memiliki manfaatnya. Kalau dia 
tidak memiliki materinya dan tidak memiliki manfaatnya seperti barang 
titipan atau yang dimilikinya hanya manfaatnya saja seperti barang 
pinjaman atau sewaan tidak dapat menjadi harta warisan. Demikian pula 
harta tersebut  adalah hartanya secara penuh dalam arti lagi termasuk di 
dalamnya harta bersama atau harta serikat. Hal ini mengandung arti bila 
yang ditinggalkannya itu adalah harta serikat, maka harta tersebut harus 
dibagi terlebih dahulu berdasarkan perjanjian waktu melakukan akad 
serikat dan demikian pula bila harta tersebut adalah harta bersama 
perkawinan (gono gini) 
b) Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang lain 
di dalammnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskan 
ketersangkutan hak didalamnya, ada beberapa kewajiban yang 
berkenaan dengan harta peninggalan yaitu biaya penyelenggaraan 
pewaris, utang piutang yang belum dilunasi pewaris sewaktu hidupnya, 
serta wasiat wasiat yang telah dilakukan pewaris semasa hidupn 





Di dalam agama Islam ada beberapa sebab yang menjadi pendukung 
mengapa seseorang tertentu diberikan kewenangan memperoleh hak mewarisi atas 
harta peninggalan, Sebab yang menjadi penentu ini di dalam literatur fiqh disebutkan 
ada tiga hal : 
1) Garis keturunan atau nasab 
2) Ikatan perkawinan’ 
3) Wala’.11 
Selanjutnya sebab-sebab mendapat warisan menurut Suhrawardi K. Lubis 
dan Komis Simanjuntak adalah sebagai berikut : 
1) Karena hubungan perkawinan 
2) Karena adanya hubungan darah 
3) Karena memerdekakan si mayat 
4) Karena sesama Islam.12 
Demikian juga menurut A.Assaad Yunus sebab-sebab kewarisan sama 
seperti diatas sebagai berikut : 
1) Perkawinan 
2) Kekerabatan 
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3) Memerdekakan budak (Wala’Ul’itqi) 
4) Hubungan Keislaman.13 
Berikut penjelasan sebab-sebab kewarisan menurut A. Assaad Yunus diatas: 
1. Perkawinan 
Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, baik menurut 
hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara menyebabkan adanya 
hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui 
adanya perkawinan tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang 
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagian anggota masyarakat sering 
mempersoalkan untuk mempertentangkan antara hukum agama dan hukum positif, 
sehingga menimbulkan implikasi, mereka merasa sah perkawinannya, apabila 
ketentuan hukum agama seperti syarat dan rukunnya telah terpenuhi, soal pencatatan 
dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja. 
Dasar hukum adanya kewarisan yang disebabkan oleh ikatan perkawinan 
antar suami isteri ini adalah lafadz  “akadat aymanukum’ dalam Firman Allah dalam 
Surah Al- Nisa ayat 33  yaang berbunyi : 
                      
                       
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Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan 
karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-
orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada 




Dalam ayat ini menjelaskan bahwah masing- masing kaum laki- laki 
mendapatkan bagian dari apa yang mereka telah usahakan, dan dari kaum wanita 
yang mendapatkan bagian dari apa yang telah mereka usahakan, mempunyai 
pewaris- pewarisnyang berhak mewarisi apa yang telah mereka usahakan itu. 
Dan dalam akhir ayat ditegaskan pula bagi seorang ahli waris kepada sebagian 
ahli waris lainnya agar tidak bersifat tamak untuk memakan sedikitpun dari bagian 
ahli waris laiinya, baik perempuan maupun laki – laki.15
 
2. Kekerabatan  
Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaharuan, yaitu semua 
ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki laki, perempuan dan anak anak diberi 
hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi 
yang masih berada dalam kandungan pun memiliki hak yang sama dengan yang 
sudah dewasa.  
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Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua 
orang baik keduanya berada dalam satu titik hubungan ( satu jalur ) seperti ayah 
keatas, atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ketiga, 
yaitu saudara- saudara para paman dari ayah dan ibu. Keturunan yang sah (syar’i ) 
mencakup pernikahan yang sah  dari percampuran syubhat. Dalam hal ini tidak ada 
perbedaan pendapat dikalangan ulama mahdzhab. Perbedaan penerimaan justru  
terdapat pada hak ahli waris beberapa kerabat, yang dianggap oleh Imam Syafii dan 
Maliki tidak berhak menerima warisan sama sekali sehingga keadaan mereka persis 
orang luar . Mereka adalah anak laki- laki dari anak wanita, anak laki- laki dari 
saudara perempuan, anak laki- laki dari saudara seibu, saudara perempuan ayah dari 
semua jalur, paman dan bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari paman, dan kakek 
dari jalur ibu ( ayah dari ibu ). Kalau ada seseorang yang meninggal dunia tanpa ada 
kerabat lain selain yang disebutkan tadi maka harta peninggalannya menjadi hak 
baitul mal dan menurut Imam Syafii dan Imam Malik tidak ada seorangpun diantara 
mereka yang menerima warisan. Sebab mereka itu bukanlah orang- orang yang 
menerima bagian tetap ( zawil furudh) dan tidak pula termasuk kelompok orang- 
orang yang menerima ( ashabah ). Akan tetapi menurut Hanafi dan Hambali mereka 
itu menerima warisan dalam keadaan- keadaan tertentu yaitu manakala tidak ada lagi 
ahli waris yang menerima bagian tetap (ashabah ). 
Meskipun diakui, bahwa bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki. 





maka pembedaan dominal yang diterima perempuan, tidak mengurangi miasi 
keadilan yang dituju Islam itu sendiri, lebih-lebih dengan alasan yang dikemukakan 
oleh Muhammad Ali Al-Sabuni di atas.
16
 
Dasar hukum sebagai ketentuan bahwah laki-laki dan perempuan sama-
sama mempunyai hak waris ada di firman Allah QS. Al- Nisa (4) :7 sebagai berikut : 
                                   
              
Terjemahnya : 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan 
dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan 
yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) 





3. Memerdekakan Budak (Wala’ul’ilqi) 
Yang dimaksud dengan wala’ul’ilqi adalah kekerabatan yang timbul 
berdasarkan hukum, Karena memerdekakan atau membebaskan budak, kemudian 
setelah bekas budak tersebut mampu bertindak hukum dan mempunyai hak milik 
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sejumlah harta benda. Bila bekas budak ini wafat, maka bekas tuannya menjadi ahli 
waris tapi tidak sebaliknya, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda  yang artinya : 
“Hak Wala’ itu hanya bagi orang yang memerdekakan.” (HR.Al-Bukhari dan 
Aisyah). 
4. Hubungan Keislaman 
Hubungan keIslaman atau keagamaan juga menyebabkan terjadinya waris-
mewarisi, apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris sama sekali, 
maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul Maal,dan lebih lanjut akan 
digunakan untuk kepentingan kaum Muslimin. Dengan demikian dalam hadits 
dikatakan yang artinya : 
Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku 
membayar dendanya dan akupun mewarisi daripadanya. (HR.Ibnu Majah dari 
Miqdam) 
 
Dari Hadits diatas dapat dipahami bahwa bukanlah Rasulullah saw. mewarisi 
atau mengambil harta tersebut untuk kepentingan dirinya, tetapi adalah untuk 
kepentingan Islam dan umat Islam  
D.  Halangan- halangan Kewarisan 
Seorang ahli waris dapat terhalang ( kehilangan ) haknya atau berkurang 
bagiannya dalam waris karena sebab- sebab tertentu, sehingga dapat terjadi halangan 





Menurut Ahmad Rofiq, bahwah hal-hal yang dapat menghalangi seseorang 
menjadi ahli waris adalah sebagai berikut : 
 
1) Pembunuhan 
2) Berlainan agama 
3) Perbudakan 
4) Berlainan negara.18 
Sedangkan menurut Assaad Yunus membagi halangan- halangan kewarisan 
itu menjadi dua bagian yaitu : 
1) Halangan karena pengaruh sesuatu washaf (sifat) yang terkenal dengan 
sebutan mawani’ul irtsi. 
2) Halangan karena pengaruh orang (kekerabatan).19 
Seseorang ahli waris yang terhalang karena pengaruh sifat tersebut, disebut 
“Manwu” yang terbagi dalam tiga sifat yaitu : 
1) Perbudakan  
Para ahli hukum Islam, telah sepakat bahwah budak tidak dapat mewarisi dan 
tidak dapat diwariskan. Hal ini disebabkan  karena mereka dianggap melarat karena 
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dia tidak dapat cakap bertindak ataupun mengurusi dan tidak berhak untuk memiliki 
sedikitpun,bahkan mereka sendiri dan segala yang ada padanya dimiliki oleh tuannya 
Keadaan budak dijelaskan oleh Allah di dalam QS.Al-Nahl (16):75 : 
                                          
                         
Terjemahnya : 
Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki 
yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri 
rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara 
sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji 




Di dalam ayat ini menjelaskan bahwah hamba sahaya yang tidak berkuasa atas 
sesuatupun dari orang merdeka dan kaya banyak menafkahkan hartanya, baik secara 
sembunyi- sembunyi atau secara terang- terangan menurut akal apakah mereka 
sama? Karena mereka sama – sama makhluk dan dalam bentuk manusia. Jika 
manusia tidak menerima, lantas mengapa mereka menyamakan antara Tuhan yang 
Maha Kuasa untuk memberi rezki dan karunia dengan berhala, padahal berhala itu 
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Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan 
perbuatan hukum. Hak- hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu, 
hubungan kekerabatan dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. 
Selanjutnya Ahmad Muhammad Al- Jurjawi yang dikutip oleh Ahmad Rofiq 
mengemukakan bahwa :  
Budak itu tidak mewarisi peninggalan tuannya apabila tuannya itu meninggal 
karena budak itu sendiri berstatus sebagai “Milik Tuannya”, sebagai  harta tentu 





Begitupula apabila sebagai muwaris, tidak bisa mewariskan hartanya sebelum 
ia merdeka, Misalnya ada seorang budak Mukatab, yaitu budak yang berusaha 
membebaskan dirinya sendiri dengan kesanggupan membayar angsuran sejumlah 
uang, atau melalui pekerjaan menurut perjanjian yang telah dia sepakati antara dia 
dengan tuannya. Meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, tidak bisa mewarisi 
maupun kekayaan yang ditinggalkannya. 
a) Pembunuhan  
Seorang ahli waris yang berhak untuk menerima warisan menjadi terhalang 
karena sebab membunuh pewarisnya. Sebagaimana ditegaskan dalan hadits 
Rasulullah yang artinya : “Tidak dapat mewarisi seorang pembunuh dari orang yang 
dibunuhnya sesuatupun (HR.Ibnu Abbas).” 
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Kemudian dipertegas  dengan Hadits lain yang artinya :”Pembunuh itu tidak 
mewarisi. (HR.Ibnu Majah dari Hurairah). 
 Pembunuhan dalam Islam ada tiga jenis yaitu : 
1. Pembunuhan dengan sengaja yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh 
seorang mukallaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia. 
2. Pembunuhan mirip/ semi sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh 
mukhallaf dengan menggunakan alat yang  biasanya tidak mematikan, seperti 
orang yang memukulkan kayu kecil yang biasanya tidak mengakibatkan 
kematian, dan ternyata orang yang dipukul itu meninggal dunia. 
3. Pembunuhan yang keliru , yaitu suatu bentuk pembunuhan  yang dilakukan 
seorang mukallaf dengan maksud bukan untuk membunuh manusia seperti 
membunuh binatang, dan ternyata pelurunya mengenai orang lain sehingga 
meninggal dunia. 
Mengingat karena bermacam macamnya jenis pembunuhan, maka para Ulama 
berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang tergolong  Mawani’ul Irtsi. 
Menurut ulama hanafiah , berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadikan seorang 
ahli waris termasuk mawani’ul irtsi ialah pembunuhan yang mengakibatkan adanya 
qisas dan kaffarah. 





                                        
    
Terjemahnya : 
Dan  barangsiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja,maka 
balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya 




  Adapun pembunuhan yang bersifat Kaffarah oleh, A.Assaad Yunus adalah 
sebagai berikut : 
1. Pembunuhan mirip sengaja  yaitu sengaja melakukan penganiayaan dengan 
pukulan tanpa niat membunuhnya, tetapi ternyata yang dipukul meninggal 
dunia 
2. Pembunuhan karena khilaf  misalnya : seorang menembak binatang buruan, 
yang dikenai sasaran peluru adalah manusia 
3. Pembunuhan yang dianggap khilaf , misalnya seseorang yang membawa 
benda berat tanpa sengaja lepas dan menjatuhi seseorang hingga ia mati.
24
 
Ulama malikiah menyatakan bahwah pembunuhan yang menjadi penghalang 
mewarisi  adalah : 
1. Pembunuhan sengaja 
2. Pembunuhan mirip sengaja 
3. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.25 
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  Sedangkan menurut ulama Syafiiah pembunuhan dengan segala cara dan 
macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun 
hanyamemberikankesaksian palsu dalam  pelaksanaan hukum rajam, atau bahkan 
hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan hukuman mati pada 
umumnya. 
  Menurut Kaidah Fiqh : Barangsiapa yang ingin mempercepat sesuatu 
sebelum waktunya maka ia diberi sanksi tidak boleh mendapatkannya. Pembunuhan 
tanpa kesengajaan, ulama berbeda pandangan . 
  Imamiyah mengatakan : Barangsiapa yang membunuh kerabatnya sebagai 
qishas, atau untuk mempertahankan diri, atau karena perintah hakim yang adil, dan 
alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh syara’ maka pembunuhan seperti ini tidak 
menghalanginnya untuk memperoleh warisan. Demikian pula halnya dengan 
pembunuhan tidak disengaja. 
Penyusun kirab Al-Jawahir mengatakan ”Kesengajaan anak kecil dan orang 
gila dihukumi sama dengan kekeliruan (ketidaksengajaan), sebagaimana halnya 
bahwa kekeliruan itu mencakup semi sengaja (syibh al a’mad).” 
Tentang hal tersebut diatas, masing – masing Imam dikalangan mahdzab 
empat mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Imam Malik memiliki pendapat yang 
sama dengan Imamiyah. Imam Syafii berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja, 
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menghalangi hak atas waris, persis dengan pembunuhan disengaja. Demikian pula 
halnya manakala pembunuhannya seorang anak kecil atau orang gila. Sementara itu, 
Imam Ahmad bin hambal mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak 
memperoleh warisan adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman, 
sekalipun dalam bentuk harta. Dengan demikian , tidak termasuk pembunuhan yang 
dilakukan karena kebenaran, untuk membela diri atau atas perintah hakim terhadap 
pemberontak dalam perang, menerima waris dari orang yang dibunuhnya itu. 
Sedangkan Imam Abu hanifah berpendapat bahwa, pembunuhan yang menyebabkan 
terhalang hak atas waris adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya qishas, 
diyat, atau kaffarat, termasuk di dalamnya pembunuhan tidak disengaja. 
Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia 
terhalang haknya untuk waris mewarisi. Kompilasi merumuskan dalam pasal 137: 
berbunyi seseorang terhalang mejnadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim 
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : 
1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat pewaris 
2) Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwah 
pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 
5 tahun penjara atau hukuman yg lebih berat.
26
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b) Berlainan Agama 
Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh non muslim, 
apapun agamanya, Sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang artinya :” Orang 
Muslim tidak mewarisi  orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. 
(HR.Bukhari dari Usama bin Zaid). 
  Adapun perbedaan agama antara bukan orang Muslim, misalnya seorang 
Yahudi dan seorang kristen tidak menjadi halangan kewarisan. Demikian pendapat 
jumhur Ulama termasuk golongan hanafiah dan As-Syafiiah. 
Para ulama berpendapat demikian, oleh karena itu meskipun mereka berbeda 
beda,tetapi dipandang dari segi Islam, mereka itu sama saja semuanya bukan Islam 




Memang ulama  sepakat dengan  larangan orang muslim  dilarang mewarisi 
kafir tetapi yang jadi permasalahan yang timbul kemudian, ketika anak yang muslim 
tersebut tidak bisa menjadi pewaris bagi orangtuanya yang non muslim, adalah bukan  
kemaslahatan yang diperoleh melainkan kemudharatan bagi anak yang muslim pada 
khususnya. Secara nalar saja kemaslahatan dan kemudharatan hal ini kita timbang. 
Ketika sang anak muslin itu tidak mendapatkan harta warisan maka harta warisan 
tersebut jatuh ke tangan negara ataukah umat non muslim lainnya, maka ketika itu 
terjadi adakah manfaat yang bisa diharapkan bagi Islam dan umat Islam? 
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  Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah 
antara ahli waris dan muwaris berbeda agama adalah pada saat muwaris meninggal, 
karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang 
muslim yang meninggal dunia terdapat ahli waris anak laki-laian memiliki kafir 
kemudian seminggu kemudian setelah itu masuk Islam, meski warisan tersebut belum 
dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi peninggalan si mayit dan bukan pada saat 
pembagian yang dijadikan pedonan,demikian kesepakatan mayoritas ulama. 
  Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan 
bahwah apabila seorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan, maka ia 
tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya , karena status berlainan Agama sudah 
hilang sebelum harta warisan dibagi. 
  Mengenai orang murtad , orang yang keluar dari agama Islam, para ulama 
memandang mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad 
dipandang telah memutuskan tali (silah) dan melakukan kejahatan agama. Karena itu, 
meskipun dalam isyarat Al-Quran mereka dikategorikan sebagai orang kafir,Para 
ulama menyatakan bahwah harta warisan orang murtad tidak diwarisi oleh siapapun 
termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta peninggalannya dimasukkan 
ngan ke dalam baitul mal sabagai harta Fai (rampasan) dan digunakan untuk 
kepentingan umum. Imam Hanafi memberi ketentuan apabila si Murtad memiliki 
harta yang diperoleh ketika masih memeluk agama Islam dapat diwarisi oleh ahli 





dipisahkan mana yang diperoleh ketika muslin dan mana yang diperoleh ketika 
murtad. Bila tidak dipisahkan maka dimasukkan ke baitul mal.
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Immamiyah mengatakan “Orang yang murtad dari fitrah, manakala dia 
seorang laki- laki, dia harus dibunuh dan tidak diampuni. Istrinya harus menjalani 
iddah wafat semenjak saat kemurtatan suaminya, lalu taubatnya tidak dapat diterima 
dalam hal pembatalan pernikahan, pembagian tirkah, dan hukuman mati, walaupun 
pada kenyataannnya dan disisi Allah serta pada hal- hal lainnya seperti kesucian 
badannya dan keabsahan ibadahnya, taubatnya dapat diterima sebagaimana ia juga 
memiliki harta baru yang dia peroleh sesudah dia bertobat, baik melalui kerja, 
berdagang, maupun menerima warisan. 
Sedangkan orang yang murtad dari miilah, diminta untuk bertobat maka dia 
memperoleh hak- hak sebagaimana yang diterima oleh kaum Muslimin laiinya, serta 
mempunyai kewajiban yang sama pula dengan kewajiban mereka. Tetapi apabila 
mereka tidak mau bertaubat maka dia wajib dibunuh, lalu istrinya menjalani iddah 
talaq semenjak kemurtatan suaminya itu. 
 Berbeda halnya bagi perempuan murtad, ia hanya dikenakan hukuman 
penjara oleh karena saat kematiannya adalah mati hakiki. Dengan demikian, hartanya 







baik yang diperoleh ketika masih muslimah ataukah sudah ia murtad, menjadi harta 




E Asas- Asas Ijbari dalam Kewarisan 
 Sebelum membahas asas ijbari, perlu diketahui tentang asas itu sendiri, 
menurut Al-Raghib, asas berasal dari kata al-ussu kemudian berubah menjadi al-asasu 
atau al-asas yang bermakna asal, dasar, atau pangkat suatu bangunan, selanjutnya 
kata asasa berubah menjadi ususu atau asas yang mengandung makna kaidah- kaidah 
yang harus dipertahankan karena berpangkal dari hati atau dasar. Selanjutnya kata ini 
diserap dalam bahasa Indonesia yang baku dan bermakna sesuatu yang menjadi 
tumpuan berfikir atau berpendapat. Sedangkan kata ijbari mengandung arti paksaan 
yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri . 
Setelah mengetahui arti asas ijbari secara etimologi diatas maka akan 
dikemukakan arti kata asas ijbari secara terminologi  yaitu : 
1. Asas kepastian (Ijbari ) adalah peralihan dan hak seseorang yang sudah wafat 
kepada ahli warisnya yang masih hidup diluar kehendak diri sendiri karena 
sudah ditetapkan dalam Al-Quran 
2. Pengertian ijbari berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang meninggal 
dunia kepada orang yang masih hidup tanpa ada perbuatan hukum, atau 







pernyataan kehendak dari si pewaris semasa hidupnya, dan ia tidak dapat 
menolak atau menghalang halangi terjadinya peralihan tersebut 
3. Asas Ijbari adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli 
warisnya yang berlaku sendirinya menurut kehendak Allah swt. tanpa 
bergantung pada kehendak pada ahli waris atau pewaris 
Menurut Prof.Dr.Amir Syarifuddin dalam bukunya “Hukum Kewarisan 
Islam” asas ijbari yaitu peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang 
yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal 
atau kehendak yang akan menerima.  
Kata ijbari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan yang 
maksudnya disini semua perbuatan yang dilakukan seorang hamba bukanlah atas 
kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dari kekuasaan Allah, 
sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalan jabaria. 
Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa 
segi yaitu dari segi peralihan harta , dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi 
kepada siapa harta itu beralih. 
1. Dari segi peralihan harta 
Unsur ijbari dari segi peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang 
yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali 
Allah swt. Oleh karena itulah, kewarisan dalam Islam diartikan sebagai “Peralihan 
harta” bukan “Pengalihan harta” karena pada kata peralihan berarti beralih dengan 
sendirinya sedangkan pada kata pengalihan tampak usaha seseorang. Asas Ijbari 






                        
                   
Terjemahnya : 
Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, 
dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan    




Ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki maupun perempuan ada “nasib” 
dari harta peninggalan orangtua dan karib kerabat. Kata-kata “nasib” berarti bagian, 
saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib 
itu dapat dipahami bahwah dalam jumlah harta yang ditinggalkan pewaris disadari 
atau tidak telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu 
menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu 
meminta hak nya. 
2. Bentuk ijbari dari segi jumlah 
Dapat dilihat dari kata “Mafrudan” yang secara etimologis berarti telah 
ditentukan atau telah diperhitungkan. Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fiqh 
berarti sesuatu yang diwajibkan Allah swt. kepada hambaNya dengan 
menggabungkan dua kemungkinan pengertia itu, maka maksudnya ialah adalah 
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ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan 
memaksa. 
3. Bentuk ijbari dari penerimaan peralihan harta  
Yaitu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah 
ditentukan secara pasti sehingga tidak ada sesuatu kekuasaan manusiapun dapat 
mengubahnya dengan memasukkan orang lain atau mengeluarkan yang berhak. 
  Asas Ijbari menurut Dr. Abdul Ghafur Anshari,SH.MH  yaitu pemindahan 
harta orang yng tlah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak 
ada individu maupun lembaga yang dapat menangguhkan pemindahan tersebut. 
Antara pewaris dan ahli waris dalam hal ini dipaksa (ijbar) menerima dan 
membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan bagian yang ada
31
 . 
   Apabila dalam prakteknya ada seorang ahli waris merasa lebih atau cukup 
darpiada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut maka ia 
tetap berkewajiban menerima harta itu, adapun harta itu akan disumbangkan atau 
untuk kepentingan tersebut terserah kepada yang menerima harta tersebut. Hal pokok 
adalah setelah semua itu diketahiu bagian masing-masing dan diterima oleh ahli waris 
dengan ikrar yang jelas. 
Pemindahan harta itu semata-mata karena kematian orang yang memiliki 
harta, artinya asas berlaku dengan sendirinya, hanya terjadi ketika orang tersebut 
meninggal dunia dan tidak berlaku bila yang memiliki harta masih hidup. 
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Sedangkan menurut Daud Ali yang dikutip di dalam buku kajian Fiqh Nabawi dan 
Fiqh Kontemporer oleh H.E.Hasan Saleh asas ijbari adalah peralihan harta dari 
seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya 
menurut ketetapan Allah, tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris, 
unsur ijbari dalam mawaris dapat dilihat dari segi bahwah ahli waris wajib menerima 
peralihan harta pewaris kepadanya sesuai jumlah yang telah ditentukan oleh syara’.32 
Oleh sebab itu, calon pewaris tidak perlu repot-repot merencanakan 
pembagian ahli hartanya sebelum dia meninggal dunia karena dengan adanya 











                                                          









A. Jenis penelitian  dan desain penelitian 
Disini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif yaitu penulis awalnya 
mempelajari masalah yang berlaku di dalam masyarakat serta situasi situasi , sikap, 
pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh daris suatu fenomena, 
pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat,peneliti 
mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tetapi tidak menguji hipotesis. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian penulis yaitu di kota Majene salah satu daerah tingkat II di 
provinsi Sulawesi Barat, karena di daerah ini masih kental akan adat istidatnya, 
terutama lipas 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan keseluruhan individu yang merupakan sumber informasi 
data.Informasi yang berhubungan dengan peneliti tentang data diperlukan berkaitan 
dengan data tersebut. Ine Amiruddin Yousda mengemukakan bahwah populasi adalah 
keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang , benda, kejadian, maupun hal hal 
yang terjadi
33
. Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 
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Yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu penarikan sampel dengan porposive 
sampling dengan pertimbangan bahwah masalah yang diteliti bersifat homogen dan 
sampel yang dipilih dari responden yang dianggap paham dan dapat dipercaya atau 
orang orang yang dianggap perlu yakni kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat 
yang berpengaruh dalam masyarakat Majene 
D. Metode pengumpulan data 
Untuk melengkapi data data penelitian ini ,peneliti menggunakan beberapa 
metode meliputi : 
a. Observasi yaitu peneliti mengadakan study awal sebelum penelitian resmi  
dilakukan, artinya peneliti mengadakan pengamatan terlebih dahulu guna 
mengetahui ada atau tidaknya data data yang dapat berhubungan langsung atau 
tidaknya data-data yang dapat berhubungan langsung atau tidak langsung 
berkenaan dengan hal-hal yang akan diangkat dalam pengkajian yang 
mengedepankan tentang factor penyebab berlakunya lipas di kalangan 
masyarakat Majene. 
b. Wawancara yaitu peneliti mewawancarai secara langsung beberapa orang yang 
dianggap paham dan dapat dipercaya atau orang orang yang dianggap perlu yakni 












Kepala kecamatan banggae  
2 
Kepala kecamatan pamboang  
3 
Kepala kecamatan malunda  
4 
Kepala Museum Budaya Mandar  
5 
Imam Mesjid  
 
E. Metode Pengolahan  Data 
a. Data Primer, yaitu : Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di 
lapangan serta instansi laiinnya sebagai hasil study lapangan. 
b. Data sekunder, yaitu : Sumber data yang diperoleh dengan mengamati, 
mempelajari bahan bahan kepustakaan dan dokumen dokumen yang terkait 
dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 
F. Metode Pendekatan dan Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pendekatan 





a. Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan yang memperhatikan ketentuan Syariat 
Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadits. 
b. Pendekatan yuridis yaitu metode pendekatan yang selalu memperhatikan pasal 
832 dan 833 KUHPerdata tentang hak ahli waris. 
Adapun tekhnik analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang yakni 
peneliti menganalisi data yang terkumpul dari data pustaka dan objek penelitian. 
Terlebih dahulu data tersebut diolah. Data Kuantitatif diolah dengan 
mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi, Sebagaimana yang terdapat 
dalam penjelasan deduktif sebagai berikut : 
1) Statistik deskriptif adalah bidang ilmu yang mempelajari tata cara 
penyusunan dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian 
dan berfungsi untuk memeahami, mendeskripsikan, menerangkan data atau 
peristiwa yang terkumpul dalam suatu penelitian
34
 
2) Jenis data yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif 
pengolahan atau tekhnik data analisis data kuantitatif ini dapat dilakukan 
dengan 2 cara yaitu : 
a. Analisis induktif yaitu pengolahan data atau menganalisis data dari 
penngetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang 
umum. 
                                                          
34






b. Analisis Deduktif yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian 

























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Setting Kota Majene 
1. Letak geografsi kota Majene 
Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 Kabupaten dalam Wilayah 
Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai Barat Sulawesi Barat 
memanjangdari Selatan ke Utara kurang lebih 146 Km dari Kabupaten Mamuju ( 
Ibukota Propinsi Sulawesi Barat ) dengan luas 947,84 Km
2
. 
Secara Geografis terletak pada lintang dan bujur sebagai berikut : 
       - GarisLintang :  Antara 2
o
 38’45” Lintang Selatan (LS) sampai dengan 3o 38’15”             
Lintang Selatan (LS) 
       - GarisBujur :  Antara 118
o
 45’00” BujurTimur ( BT) sampai dengan 119o 4’45” 
BujurTimur (BT) 
       - Sebelah Utara       : KabupatenMamuju 
       - SebelahTimur       : Kabupaten Polman, Kabupaten Mamasa 
       - Sebelah Selatan    : Teluk Mandar 
       - Sebelah Barat       : Selat Makassar
35
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  Klasifikasi kemiringan tanah secara keseluruhan relaitif miring dengan 
persentasi wilayah yang mengalami erosi sebesar 3,41 % dan luas wilayah kabupaten, 
dengan suhu antara21 C sampai 31 C ,serta jumlah hujan 208 hari. 
  Kabupaten Majene berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0-1.600  
meter diatas permukaan laut. Daerah ini mempunyai topografi yang sebagian besar 
merupakan lahan perbukitan dengan vegetasi mulai rusak akibat adanya pembukaan 
hutan menjadi sawah dan ladang (30 % dengan luas total 97,784 ha) . Sisa lahan yang 
ada berupa daratan aluvial pantai dan batuan gamping (70 %) sehingga potensi aliran 
sungai dan mata air terbatas, apalagi di musim kemarau. 
1. Struktur Ekonomi 
  Struktur perekonomian Kabupaten Majene sebagian besar disumbang oleh 
sektor pertanian sebesar 54,12 % kemudian sektor perdagangan, restoran, dan hotel 
sebesar 13.07 % dan sektor jasa- jasa sebesar 12, 12 %  , serta disusul oleh sektor- 
sektor pendukung lainnya. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur 
perekonomian kabupaten Majene memberi gambaran adanya peluang pengembangan 
pertanian,baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini perlu memperbesar 
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2. Demografi Kota Majene 
Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2011, penduduk Majene pada tahun 
2011 sebesar 151.107 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di dua kecamatan 
yaitu kecamatan Banggae dengan penduduk sebesar 37.333 jiwa (24,71%) dan 
kecamatan Banggae Timur dengan penduduk sebesar 28.550 jiwa (18,89%). Menurut 
Jenis kelamin tercatat penduduk laki-laki sebesar 73.673 jiwa (48,76 %/) sedangkan 
penduduk perempuan sebesar 77.438 jiwa (51,24 %). 
Hasil tersebut menunjukkan bahwah rasio kelamin /sex rasio penduduk adalah 
sekitar 95, 14 artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 atau 96 
penduduk laki- laki. Dengan perkataan lain, komposisi penduduk Kabupaten Majene 
berdasarkan jenis kelamin lebih besar jumlah penduduk perempuan dibandingkan 
jumlah penduduk laki-laki. 
37
 
3. Strata Sosial Penduduk 
Dalam setiap masyarakat akan ditemukan suatu stratifikasi soasial yang 
berkembang dengan sendirinya, karena ia merupakan hasil dari kebiasaan hubungan 
yang teratur dan tersusun antar manusia, sehingga setiap orang dan setiap saat 
mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertikal 
maupun horizontal dalam masyarakat. 
Dengan demikian masyarakat Mandar sejak zaman dahulu dikenal adanya 
stratifikasi sosial atau pelapisan sosial masyarakat, padahal dahulu hal itu dianggap 
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sangat penting untuk digunakan dalam mencari latar belakang kehidupan, watak, dan 
sifat yang mendasar pada masyarakat, bahkan pada pelapisan masyarakat Mandar 
jauh lebih cepat mengungkapkan kejadian- kejadian dalam masyarakatnya yang 
menyangkut tingkah laku sosialnya 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa Banggae dengan 
demikian dapat dilihat golongan- golongan sesuai dengan harkat dan martabatnya 
sebagai berikut : 
a. Tau Puang atau anggota adat mara’daing, yaitu bangsawan bersama 
keturunannya 
b. Golongan bangsawan Hadat ( Tau Piya anak Pattola) 
c. Golongan rakyat kebanyakan (Rakyat biasa/tau sama) 
d. Golongan budak (batua)38 
Dari penggolongan tersebut  diatas sebenarnya juga sebenarnya terdapat pada 
suku lain, dan ini merupakan kewajaran dalam masyarakat, sebagaimana 
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu : 
Selama Masyarakat  ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti 
mempunyai sesuatu yang dihargai , maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit 




Dari pendapat diatas jelas bahwa terbentuknya suatu suku atau masyarakat 
luas, maka dengan sendirinya terdapat pula penggolongan atau tingkatan-tingkatan 
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 Wawancara dengan Abdul Wahab, Kepala kecamatan Banggae , 8 Juli 2012 di Majene 
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penghargaan masyarakat lainnya, demikian pula di Daerah Mandar Majene yang 
masih mengenal penggolongan tersebut. 
Adalah hasil wawancara penulis dengan Muh. Aziz  mengatakan bahwa 
kelompok pertama merupakan keturunan raja  dan dalam kehidupan sehari- hari 
dipanggil mara’diang. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok dari pa’bicara 
atau bangsawan adat, golongan ini  disapa puang bagi orang yang dituakan atau 
dihormati, sedangkan kelompok ketiga adalah golongan rakyat kebanyakan (rakyat 
biasa/ tau sama), dimana golongan inilah yang paling banyak , dan golongan budak 
(batua), yaitu orang miskin .
40
 
Penggolongan tersebut diatas nampak pada : 
A) Upacara Perkawinan 
Bila terjadi upacara perkawinan (pesta perkawinan ) maka nampaklah 
perbedaan yang menonjol antara  golongan bangsawan dan golongan biasa serta 
golongan budak, seperti tempat duduk bangsawan adalah paling diatas (istimewa) 
kemudian menyusul golongan bangsawan adat, kemudian rakyat biasa dan paling 
dibawa adalah golongan budak 
Demikian pula upacara-upacara yag lain, yang biasanya masyarakat 
berkumpul untuk mengadakan suatu acara seperti acara kematian (ta’ziyah) dan lain 
sebagainya 
B) Pemilihan Jodoh (mencari pasangan suami istri ) 
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Bagi golongan raja (mara’diang), hanya boleh menikah dengan golongan 
sesamanya, atau golongan bangsawan adat, Kalau dia menikah dengan sesama 
golongan raja maka disebut “Pasammbona anna kapparna” dan jika mereka menikah 
dengan golongan bangsawan hadat disebut “ Tappa di baku-baku”41 
C) Adat istiadat dan agama  penduduknya 
Adat adalah merupakan kebiasaan masyarakat yang lama kelamaan menjadi 
hukum, apabila telah dicantumkan dalam keputusan penguasa masyarakat, sebagian  
pendapat E.Utrecht dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam hukum di 
Indonesia” mengemukakan : 
Hukum itu dapat juga dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat yang ada di dalam 
masyarakat, lama kelamaan menjadi hukum. Atau dengan kata lain kebiasaan 
lama kelamaan akan menjadi hukum adat apabila telah dicantumkan dalam 




Dimana saja  terdapat kelompok manusia dalam suatu ruang lingkup 
masyarakat yang merasa dirinya keturunan, senasib, dan sepenanggungan yang telah 
dibatasi oleh suku, pasti mempunyai kelainan – kelainan khusus yang tidak sama 
dengan suku lain .Baik tutur kata, sifat, adat istiadat maupun kebiasaan- kebiasaan 
yang tidak terlalu prinsipil, yang dapat menjadi pertanda sebagai ciri khas dari 
keadaan sekelompok manusia/ masyarakat dari tiap-tiap suku. 
                                                          
41
 Wawancara dengan Muh. Iqbal, Pegawai Negri Sipil, 11 Juli 2012 
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Demikian pula halnya dengan masyarakat Mandar Majene yang ladzim 
dikenal dengan suku Mandar, juga mempunyai ciri khas tersendiri, sebagai lambang 
yang paling mudah dikenal bahwah masyarakat Mandar. 
Salah satu diantaranya ciri khas masyarakat Mandar Majene ini adalah 
masalah adat istiadat, sebagai pusaka turun temurun yang tidak pernah terlepas dari 
sifat dan perangai suku Mandar, yang diterima secara estafet sejak dari nenek moyang 
suku Mandar sampai sekarang masih diwarisi orang-orang Mandar. 
Namun tidak dapat disangkal, bahwa diantara sekian banyak macam dan 
ragam adat istiadat sebagian yang tidak terlalu prinsipil telah banyak mengalami 
perubahan disana sini, yang mungkin hal ini semua terjadi akibat dari perkembangan 
kemajuan tekhnik berfikir, tingkat perkembangan sosial yang kian maju, serta 
arusnya tekhnologi moderen, pengaruh kebudayaan asing yang sedikit demi ssedikit 
tidak disadari lolos menyusup secara diam-diam keseluruh pelosok tanah air, dimana 
Suku Mandar tidak ketinggalan mendapat bagian . 
Tetapi hal- hal pokok dan prinsipil seperti lipas, adat perkawinan, adat 
kematian masih tumbuh dalam jiwa- jiwa setiap pribadi suku Mandar. Mengenai 
kepercayaan masyarakat Majene mengenai agamanya terdapat lima macam agama 
yang berkembang di daerah tersebut yaitu :  
a. Agama Islam 
b. Agama Kristen 





d. Agama Hindu 
e. Agama Budha.43 
TABEL II 
BANYAKNYA JUMLAH RUMAH IBADAH PERKECAMATAN DALAM 
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 




1 Banggae 41 36 3 1 
2 Pamboang 22 26 1 - 
3 Sendana 43 39 - - 
4 Malunda 29 11 - - 
 Jumlah 135 112 4 1 
Sumber data : Kantor kecamatan Banggae  
Dari kelima agama tersebut yang paling banyak penganutnya adalah agama 
Islam, sekitar 99,70 %, sedangkan agama Kristen sekitar 0,17 %, agama Katolik 
sekitar 0,02% , agama Hindu sekitar 0,01 % dan agama Budha sekitar 0,10 % . 
Dari data diatas dapat menunjukkan bahwa penganut agama Islam paling 
banyak, bila dibandingkan dengan penganut agama lainnya, bahkan ada satu 
kecamatan yang 100 %  penduduknya beragama Islam yaitu kecamatan Pamboang . 
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Jadi dengan demikian jelas bahwah pengaruh agama Islam di kabupaten 
Majene adalah cukup besar, karena penduduknya mayoritas beragama Islam, 
walaupun ada sebagian kecil penduduknya menganut agama selain Islam namun 
perlu diingat bahwa sebenarnya penganut agama selain Agama Islam adalah termasuk 
orang-orang pendatang yang bermukim di Kabupaten Majene, seperti dari Jawa, 
Sumatra , Kalimantan dan sebagainya. Mengenai penduduk asli Majene bisa 
dikatakan bahwa semuanya menganut agama Islam.  
B. Konsep Lipas Dalam Masyarakat Mandar Majene 
Sebelum penulis mengemukakan konsep lipas dalam masyarakat Mandar 
Majene maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan gambaran tentang lipas 
itu, menurut Abd. Halim dengan hasil wawancara dengan penulis  mengatakan 
bahwah  lipas itu timbul dari suatu istilah atau bahasa yang digunakan di daerah 
Mandar yang mempunyai arti tersendiri, yang digunakan sebagai kutukan atau 
hukuman tertinggi bagi seseorang yang melanggar hukum tradisi.
44
 Lipas digunakan 
terhadap orangtua kepada anaknya, kakak terhadap adiknya, atau keluarga yang lebih 
tua terhadap yang muda. Sedangkan sebaliknya jarang terjadi hal tersebut seperti 
anak melipas orangtuanya, adik melipas kakaknya dan lain sebagainya. Lipas terjadi 
bilamana seorang (anak, adik, dan sebagainya yang dianggap lebih muda), terlebih 
kepada pelanggaran tradisi yang dianggap siri’ untuk dilakukan seperti sang anak 
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keluar dari agama Islam, silariang (kawin tanpa persetujuan sanak family), durhaka 
terhadap orangtua, melakukan pekerjaan yang dianggap memalukan bagi keluarga . 
Konsep lipas di daerah Mandar Majene karena menyangkut masalah siri’. 
Untuk lebih jelasnya pembahasan ini penulis akan menjelaskan dimensi- dimensi siri’ 
di daerah Mandar Majene, namun dalam hal ini tidak kesemuaannya dapat 
mengakibatkan siri’ bagi pelakunya, karena hal tersebut (siri’) yang dilakukan itu ada 
yang derajatnya ringan adapula yang dianggap berat, sehingga dapat menimbulkan 
lipas. 
Dimensi- dimensi siri’ di daerah Mandar menurut Ahmad Hasan : 
1. Harga diri menyangkut keluarga terutama wanita 
Apabila seseorang mengganggu keluarga kita , maka hal itu termasuk siri’  
termasuk siri’, hanya di daerah Mandar ada tiga kategori gangguan terhadap 
wanita : 
a. Pasala Talopang , martabat siri’ yang tertinggi yaitu apabila seseorang 
mengganggu keluarga wanita kita diatas rumah tangga sendiri. Maksudnya 
disini ketika seorang laki- laki menginap di satu rumah,kemdian dia secara 
diam- diam mengganggu anak perempuan di rumah tersebut. Orang yang 
melakukan hal seperti ini dapat dikenai sanksi mate naindai’tedog, sehingga 
pihak keluarga yang mengganggu orang itu dapat dikenakan lipas terhadap 





kedapatan dengan wanita di dalam rumah tersebut melakukan perbuatan 
asusila. Hal ini dapat dikeni akan lipas dari orangtua masing-masing. 
b. Pasala Posa, apabila seseorang mengganggu keluarga kita dalam lingkungan 
pekarangan  atau disekitar rumah kita . Hal ini pun dianggap siri’ besar namun 
hal ini yang terkena lipas hanya orang yang menganggu saja. 
c. Pasala Kallaoya , apabila seorang mengganggu kita jauh dari lingkungan 
rumah maka hal ini tidak terkena lipas . 
d. Masaka Towaine, Masaka secara etimologi berarti menangkap. 
Terminologinya berarti menjadikan salah seorang wanita sebagai salah satu 
sandera ( dengan tuntutan mengawininya ) 
e. Sipindongan (Silariang ) atau minggat yaitu perbuatan kawin lari ,perbuatan 
inilah yang paling banyak dikenai lipas. Maksud kawin lari adalah untuk 
menghindarkan diri dari berbagai-berbagai keharusan sebagai akibat 
perkawinan pinang atau melamar dan menghindarkan diri dari rintangan- 
rintangan orangtua dan sanak saudara
45
 
Jadi kesimpulannya lipas bagi masyarakat Mandar Majene merupakan 
kutukan tertinggi pada keturunan yang durhaka terhadap orangtuanya atau melakukan 
perbuatan yang sangat memalukan bagi keluarga yang dapat mengakibatkan 
perpecahan atau  perpisahan antara orang yang melipas dan orang yang dilipas, 
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sehingga dengan perbuatan itu dapat menimbulkaan pengaruh negatif disamping 
pengaruh positif. 
 
C. Lipas berakibat putusnya hak ahli waris  
Setelah penulis menulis di bab sebelumnya mejelaskan tentang kewarisan 
menurut Hukum Islam , syarat- syaratnya, sebab sebab menjadi ahli waris serta 
sebab- sebab terhalangnya ahli waris untuk menerima harta warisan, walaupun 
sebenarnya atau pada prinsipnya setiap orang berhak mendapat warisan akan tetapi 
karena suatu sebab - sebab tertentu ia tidak berhak mendapat warisan seperti si ahli 
waris membunuh, murtad dan sebagainya, maka penulis menghubungkan lipas yang 
terjadi di daerah Mandar Majene. 
Masalah lipas adalah suatu kutukan yang dikenakan kepada seseorang anak 
atau keluarganya, disebabkan karena suatu perbuatan yang dilakukannya dianggap 
memalukan dan menurunkan martabat keluarganya, maka dalam hal ini bagaimana  
lipas dapat mengakibatkan putusnya hak ahli waris? .Biasanya di daerah Mandar 
Majene, bagi orang yang dilipas tidak berhak mendapatkan harta warisan dari kedua 
orangtuanya maupun keluarganya, karena dianggap bahwah hubungan dengan 
orangtuanya telah putus sama sekali, padahal jika kita hubungkan dengan sebab- 
sebab kehalangan kewarisan dalam Islam maka tidak ditemukan adanya halangan 
kewarisan yang disebabkan karena lipas, karena anak itu juga tetap menganut agama 





Islam tetap memperbolehkan untuk menerima warisan bagi anak yang dilipas, 
disebabkan karena kawin lari atau orangtuanya sangat membencinya itu tidak 
menjadi halangan terjadinya kewarisan. 
D. Pengertian  Masyarakat Mandar tentang lipas 
Menurut Ahmad Hasan : “Lipas adalah hampir sama dengan istilah Tanro’, 
atau tunda yang berarti suatu hukuman moral yang tidak tertulis dan suatu sanksi 
hukuman tertinggi dalam kemasyarakatan”46 
Sedangkan menurut Busman DS lipas itu terjadi karena adanya beberapa 
faktor yaitu : 
1) Lipas itu terjadi karena keegoisan pribadi semata karena ego orangtua atau 
keluarga yang melipas anaknya. 
2) Sebagian besar orang yang dilipas itu adalah wanita entah apakah si wanita 
tersebut menikah tanpa persetujuan orangtuanya ataukah faktor lain tapi 
jarang sekali ditemukan laki- laki dilipas oleh keluarganya. 
3) Lipas sebenarnya bukan sebuah tradisi atau adat tetapi hanyalah ambisi 
pribadi semata bagi kaum bangsawan tentang hak anak perempuan yang tidak 
diperbolehkan menikah dengan seorang lelaki. 
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Sedangkan menurut Muh.Idham Khalid Bodi, Lipas menurut bahasa 
mempunyai makna lepas, yang berarti lepas dari ikatan rumah tangga atau rumpun 
keluarga, lipas menurut istilah ialah hukuman pemecatan di lingkungan keluarga        




Sedangkan menurut ku’ding mengatakan bahwa :Lipas adalah ucapan 
seseorang  yang disampaikan kepada orang lain , yang melanggar tradisi atau adat  
atau melakukan perbuatan sangat keji , apakah itu orangtua terhadap anaknya atau 
anak terhadap orangtuanya 
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Menurut Abdullah Thalib :“Lipas sittengani nisanga tanro atau tunda, atur 
an anu iqda ditulis, mesa paccala lao dianak, andita’ atau biyatta ia mepasiriq” 
   Dari pendapat beberapa orang diatas, terdapat perbedaan dari segi redaksi, 
namun apabila diliat dari segi tujuannya adalah sama, sehingga dengan demikian 
penulis  dapat berkesimpulan bahwah lipas itu mempunyai unsur - unsur sebagai 
berikut : 
1) Adanya orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum tradisi 
2) Adanya orang (pihak) yang dipermalukan dalam perbuatan itu. 
3) Adanya kutukan yang mengakibatkan putusnya hubungan keluarga . 
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 Selain dari perumpamaan Lipas diatas, sering kita juga temukan di daerah 
Mandar dalam kehidupan sehari – hari, dimana istilah lipas itu hanya mengandung 
arti biasa, ( Tidak sebagai kutukan ), misalnya : 
a. Upallipasammi nabotor dua (Saya bersumpah tidak akan berjudi lagi 
).Ini berarti ikrar atau sumpah untuk meninggalkan judi selama- 
lamanya 
b. Lipas penda’dua llipas nipallipassang sau di uwai temmembaliq ( Biasa 
juga disebut : Nipallipassau diatambusang), diwappa mepai tau puang 
(Allah) anu mappelokkolokkoq atau anu mapperakke rakkeq .istilah 
lipas dalam variasi ini berarti : Do’a kepada Allah agar terluput dari 
segala mara bahaya dan lain- lain. 
Jadi kesimpulannya lipas di Mandar mempunyai beberapa arti yaitu mengutuk 
keras hubungan secara menyeluruh, ikrar atau sumpah dan bisa juga doa terhadap 
Allah agar terhindar dari mara bahaya, akan tetapi lipas yang penulis maksud dalam 
skripsi ini adalah lipas yang mengutuk keras seseorang yang dilipas sehingga 













Berdasarkan hasil penelitian diatas maka pada akhir tulisan ini dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Konsep lipas di adat Mandar Majene digunakan sebagai kutukan 
sanksi hukuman yang tertinggi bagi seseorang yang melanggar hukum tradisi 
( adat istiadat ) yang digunakan oleh orangtua terhadap anaknya, kakak 
terhadap adiknya, atau keluarga yang lebih tua kepada keluarga yang lebih 
muda. Lipas biasanya dikenakan bagi orang – orang yang melanggar adat 
istiadat Mandar Majene yang dianggap perbuatan keji, seperti keluar dari 
agama Islam,silariang ( menikah tanpa persetujuan orangtua dan keluarga 
dekat ) dan sebagainya perbuatan yang menyalahi adat istiadat Mandar 
Majene, sehingga orang yang dilipas itu telah dinyatakan putus hubungan 
antara sanak saudara. 
2. Lipas berakibat putusnya hak ahli waris, sesuai dengan pernyataan bahwa 
tidak menerima harta warisan seseorang karena dilipas, karena orang 
yang telah dilipas oleh keluarganya telah dihapus dari daftar keluarga atau 






3. Menurut persepsi masyarakat Mandar Majene lipas itu sebenarnya hanya 
sebuah keegoan pribadi orangtua atau keluarga yang telah melipas anaknya, 
yang merupakan hukuman moral atas perbuatan yang dilakukan oleh sang 
anak yang tidak dimaafkan oleh keluarganya 
B. Saran – Saran 
1) Hendaknya orang yang akan menjatuhkan lipas kepada anaknya atau 
saudaranya dan lain sebagainya dapat memikirkan  matang – matang, karena 
perbuatan tersebut dapat memutuskan hubungan kekeluargaan yang 
sebenarnya tidak disenangi oleh Allah swt.   
2) Ajaran Islam telah menetapkan tentang ketentuan- ketentuan tentang 
hubungan kekeluargaan dan kewarisan , maka dari itu disarankan kepada 
masyarakat khususnya masyarakat  Mandar Majene agar tetap memperhatikan 
ajaran Islam . 
3) Bagi seseorang yang telah terlanjur melipas anaknya atau keluarganya, maka 
hendaknya diusahakan untuk membina kembali rasa kekeluargaan dan saling 
memaafkan antara kesalahan – kesalahan yang telah diperbuatnya, dan rela 
menerima anak atau keluarga yang telah taubat dari perbuatan – perbuatan 
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